MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-137/MEN/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Mmimhng'lmddmmﬂlmm

efektivitas pelaksanaan tugas dan
ﬁnﬁil{)&puﬂmn'l‘mglxﬂjndm
Transmigrasi maka dipandang periu
merumuskan organisasi dan tata kerja
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
qutu.mm_ Tenaga Kega dan
Transmigrasi,

b. bahwa untuk it periu ditetapkan .
dengan Keputusan Menteri;
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5.

schagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;

. Keputusan  Presiden  Republik

Indonesia Nomor 177 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan
Tugas Departemen sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 38 Tzhun
2001;

Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor  234/M Tahun
2000;

Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 106/1994 tentang Pedoman
Organisasi UPT, UPD dan UPT
Dinas: ;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep-
23/MEN/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;
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p.pmnn Negara  Nomor

PAN/5/2001 tanggal, 31 Mm 2001 \

perihal : Organisasi dan Tata Kera

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan '||

Departemen  Tenaga Kera  dan

Transmigrasi, !
]

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI

TENAGA  KERJA  DAN
TRANSMIGRASI  REPUBLIK
INDONESIA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN
TENAGA  KERJA  DAN
TRANSMIGRASL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis di linglungan Departemen

_ Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

. Balai Latihan Kerja Industri;

b. Balai Latihan Kerja Pertanian;

¢. Balai Higiene Perusahaan, Erponomi, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja;
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e Balai Latihan Ketransmigrasian;

{ Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi
Transmigrasi.

BABI1
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Balai Lathan Kega Industri yang selanjutnya dalam
Keputusan ini discbut BLKI adalah unit pelaksana teknis
di bidang pelatihan dan pengembangan pelatihan tenaga
kmj;sr]mriudusuiymgbmdadibnwahdan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kera Dalam Negeri,
dan pembinzan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kera Dalam Negeri serta i teknis
dilaksanakan oleh para Direktur di lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga

(2) BLKI dipimpin oleh scorang Kepala.

BLKI mempunyai tugas melaksanakan i 3
bkt : prg pelatihan tenaga kerja
pengembangan pelatihan dan produktivi
sektor industri.

EE
i&

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, BLKI menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pelatihan temaga kerja tingkat menengah
instruktur, dan tenaga pelatihan;

¢. pengembangan program, sistem dan metode, sarana dan
prasarana pelatihan;

d. pengembangan program, sistem dan metode produktivitas;

e. pelaksanaan uji coba standard kompetensi, uji kompetensi
dan sertifikasi setelah mendapat akreditasi dan lembaga
yang berwenang;

f. pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil

pelatihan; i

pengembangan dan pelaksanaan kerjasama;

i pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

o




Bagian Kul-u-t
Tipologi

Pasal 5

(1) BLKI scbagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri
dari :

a. BLKI Tipe A;
b. BLKI-TipeB.

(2) BLKI Tipe A adalah BLKI Serang.

(3) BLKI Tipe B adalah :

a. BLKI Medan;

b. BLKI Surabaya;

¢. BLKI Makassar dan;
d. BLKI Samarinda.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(13 BLKI Tipe A terdiri dari:

a. Subbagian Tata Uuhl.
b. Seksi

- - B ]
(2) Bagan Organisasi BLKI Tipe A sebapgaimana tersebut
dalam Lampiran [-A.

Pasal 7
Subbagian Tata Usaha mmpunyumg:smdahhnm
kepegawaian dan keuangan, surat menyurat, kearsipan,

perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan
prasarana pelatihan.

Pasal 8
(l) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas mdah:hn
penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatiban,

(2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan

(SJSelmPemmmdmlnfmmmmllmﬂl



Pasal %
(1) BLKI Tipe B terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Penyelenggaraan;
C. Seksi Pemasaran dan Informasi;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Orgarisasi BLKI Tipe B sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I-B.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas .melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, sural menyural, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan
prasarana pelatihan.

Pasal 11

()] Saka Penyelenggaraan mempunyai tugas melakulkan -

penyiapan dan penyclenggaraan pelatihan tenaga kerja
tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan, serta
pengembangan program, * sistem, metode sarana dan
prasarana pelatihan serta pengembangan produktivitas.

o omom W ow om ow o ow ow ww

(2) Scksl Pemasaran dan Informasi mempunyai TUgas
program, fasililas, im._hnnl pmdulm_ , dan I'nai
pelatihan, penyiapan ku;asnr‘nl pelatihan, pemberian
layanan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan.

BAB III
BALAI LATTHAN KERJA PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Balai Latihan Kerja Pertanian yang selanjutnya dalam
Keputusan ini disebut BLKP adalah unit pelaksana teknis
di bidang pelatihan dan pengembangan pelatihan tenaga
kerja sckior pertanian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,
dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kera Dalam Negeri serta pembinaan teknis
dilaksanakan oleh para Direktur di lingkungan Dircktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

(2) BLKP dipimpin olch seorang Kepala.
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: Susunan Organisasi
BLKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja
tingkat mencagah, m:truknldanlmngnpuhn‘lnnm Pasal 15

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, BLKP menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah,

d
€.

Fom

instruktur, dan tenaga pelatihan;

pengembangan program, sistem dan metode, sarana dan
prasarana pelatihan;

pengembangan program, sistemn dan metode produktivitas;

pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil
pemberian |ayanan informasi;

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

10

(1) BLKP terdiri dari :
. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Penyelenggaraan;
¢. Seksi Pengembangan;
d. Seksi Pemasaran dan Informasi;
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BLKP scbagaimana tersebut dalam
Lampiran [-C.

Pasal 16
Subbagian Tata Usaba mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan,

perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan
prasarana pelatihan,

Pasal IT : &

(1) Seksi Pmyeluwmmm tugas melakukan
penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan,

1
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(2) Scksi Peagembangan mempunyal  tugas melakukan
penyusunan  rencana dan  program, pengembangan
program, sistem, metode dan samna dan

prusarana
pelatihan serta pengembangan produktivitas, evalunsi
dan penyusunan laporan.

(3) Secksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas
mel:.lml{m pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil
produksi dan hasil pelatihan, penyiapan kerjasama dan
pemberian layanan informasi.

BAB IV
BALAI HIGIENE PERUSAHAAN, ERGONOMI,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja yang selanjutnya dalam Keputusan ini
disebut Bali Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah unit
pelaksana teknis di bidang penelitian, pengkajian,
pengujian dan perekayasaan serta pelayanan dan pelatihan
di bidang higiene peruszhaan, ergonomi, kesehatan dan
keselamatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Pencliian dan
dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretans
Badan Penclitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan

12
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(2) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja dipimpin olch
seorang Kepala.

Pasal 19

Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai gas
melaksanakan penelitian, pengkajian, pengujian, p

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan
fungsi :

b. pelaksaasn penelitian, pengkajion, pengujian dan
perckayasaan di bidang higiene perusahasn, ergonomi,

¢. penyelenggeraan pelatihan dn pengembangan di bidang
higiene perusthaan, ergonomi, kesehatan dan kesclamatan
kerja;
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" e pemberian layanan informast df BIIRAE BIgien persealianm, |
ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
f pa:ﬂﬂmpmmﬁ.ﬁlillldmhﬂdibidmghigim
pmmhqmi‘w-nmmkmﬂm-kﬂjm
g pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(1) Seksi Bantuan Teknis mempunyai tupas melakakan
penyusunan  rencana  program, penelitian, pengujian,
puﬂaym&npﬂaymmmmlﬂnhdi?’:!ug
hlg!mpmn.mknchmdmmmtm
ketja, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

(2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan

s‘::::l Kedﬂ;ﬂd penyiapan  dan  penyelenggaraan  pelatihan  dan
. Organ pﬂ'lam[bangm, pemasaran, fasilitas den jasa serta
i) pemberian layanan informasi di bidang higiene

_ perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
(1) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha; BABV
b. Seksi B Teknis: BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
¢. Seksi Pengembangan; INDONESIA
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Pertama
@ . asi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kegja Kedudukan, Tugas dan Fungsi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran [-D. e

(1 Ba!ai.Peln'yaumPenmpﬂanTmpihrjlhﬁnnﬁhm
mmﬂmﬁﬁb&ummﬁah
luar negeri yang berada dibawzh dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan administratif
dilaksanakan  oleh  Sekretaris Direktorat  Jenderal
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan,
Mmmwmmwndihnmmdm
jprasarana.

14 15
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(2) BP2TKI dipimpin olch seorang Kepala.

Pasal 25

BP2TKI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi,
pemasyarskatan  program,  pelayanan  administrasi
negeri

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, BP2TKI menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanasn pemasyarakatan program penempatan lenaga
kerja luar negeri;

c. pengumpulan data dan pemberian layanan informasi
penempatan tenaga kerja luar negeri;

d. pemantavan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan
tenaga kerja luar negeri;

€. pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan
termasuk pemeriksaan dan seleksi kelengkapan, keabsahan
dolumen;

£ pelaksanaan bimbingan penempatan tenaga kerja huar
megeri;

16
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luar negeni,

h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar lembaga

dalam penerapatan tenaga kerja luar negeri;
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27
(1) BP2TKI terdiri dari
8. Subbagian Tata Useha;
b. Seksi Kelembagaan dan Informasi;
¢. Seksi Penyiapan Penempatan;
d. Seksi Perlindungan;
¢, Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi BP2TKI sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I-E.

Pasal 28
Subbagian Tata Usaba mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawnian,  keusngan, surat menyurat, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga.

17



1) Seksi Kelembagasn dan Informasi mempunyai tugas

”malakuhn pemantauan dan evaluasi kinega lembaga,
penyispan kejasama antar lembaga, pemasyarakatan
program penempatan tenaga kerja luar negen dan
pemberian layanan informasi penempatan tenaga kerja luar
negeri. —

(2) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan
pendatasn dan pelayanan administrasi keberangkatan
termasuk pemeriksaan, seleksi ielengkapan dan keabsahan
dolcumen serta evaluasi dan penyusunan laporan.

(3) Seksi Perlindungan mempunyai fugas melakukan
pemeriksaan dan kelengkapan dokumen perjanjian kerja,
penjelasan isi perjanjian kerja, bantuan penanganan kasus,
pemantauan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja
luar negeri.

BAB VI
BALAI LATTHAN KETRANSMIGRASIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

(1) Balai Lathan Ketransmigrasian adalah unit pelaksana
teknis di bidang pelatihan ketransmigrasian yang berada

18

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan, dan pembinaan administratif
dilaksanakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan
serta pembinaan ieknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat
Pembinaan Pelatihan Masyarakat.

(2) Balai Latthan Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang
Kepala.

Pasal 31

Balai Latthan Ketansmigrasian mempunyai tugas

melaksanakan pelatihan transmigran dan calon transmigran,

masyarakat di selitar kawasan transmigrasi serta pelaksans
I G 2

19
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Susunan Orpanisasi
Pasal 33
(1) Balai Latihan Ketransmigrasian terdiri dari:
o Subbagian Tata Usala;
b. Secksi Program dan Penyelenggaraan;
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisssi Balai Latihan
schagaimana tersebut dalam Lampiran I-F.

Fasal 34

Suhhapm Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

— BAB VIT
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNIK PRODUKSI TRANSMIGRASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

Balai Pencliian dan Pengembangan Teknik Produksi
Transmigrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang
penelitian  dan  pengembangan  teknik  produksi
{ransmigran dan teknik ketransmigrasian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pedgembangan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian, dan pembinaan  administratif
dilakssnakan  Sekretaris Badan Pepeliian dan
Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
serta pembinaan teknis dilaksanakan olch Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian,

(2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produlsi
Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala,

—
—
St
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Pnsal 38
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasa)
37, Balai Penelition dan Pengembangan Teknik Produksi
Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
& penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;

d. pelayanan hﬁomuidnnpmmmhui]pcn:]itiandm
ketransmigrasian;

¢ pelaksanaan urusan tata usaha dan rumsh tangga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39
(1) Balai Penelitin dan Pengembangan Teknik Produksi
Transmigrasi terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Evaluasi;
C. Kehmpakllbunﬁmgﬁm

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakuken urusan
kepegawaian,  keuanpan, surat menyural,  kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4]
Scksi Program dsn Evaluasi mempunysi tugas melakukan

Immkmpmmmhaﬂpmdm
dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik
} R

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pacal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiaten scsuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



e

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fingsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing  Kelompok  Jabatan  Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
seorang pejabat ional senior yang ditunjuk olch
Kepala Balai yang bersangkutan_

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban
kerja

(4) Jenis dam jenjang jebatan fungsional sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB IX
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 44
(1) Jumlah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, schagai berikut:

a. 1 (satu) BLKI Tipe A;

b. 4 (empat) BLKI Tipe B;

c. | (satu) BLKP;

d. 5 (lima) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;

24
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c. 15 (lima belas) Balai Pelayanan mpatan Tenaga
Kerja Indonesia; £ i
f. 5 (lima) Balai Latihan Ketransmigrasian:
8- 1 (satu) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik
Produksi Transmigrasi. B
(2) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit

Pelaksana Teknis scbagaimana dimaksud dalam a
: yat (1)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

BAB X
TATA KERIA

Pasal 45

Eilllw‘ Mm;ﬁmmﬂmwmpm



Setiap pimpinan  satuan  organisasi  wajib  mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing masing dan apabila tegjadi
penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal 48

Setigp pimpinan satusn organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada

: Pasal 49
Setian | T isasi
dari bawahan wajib diolah dan di sebagai bahan

untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 50

Para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha
menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.

26

umm.mwmwm@ laporan kepada atasan, tembusan
menmbdhmmhnkm&nwmmmﬁﬁhmﬁu
gecara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB X1
PENUTUP

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sételah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

27-
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engan berlakunya Keputusan ini maka :

a.

Menteri Tenaga "Kerja Nomor KEP-
88/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Latihan Instruktur dan Pengembangan, Balai Latihan
Keja Khusus, Balai Latihan Kera Industr, Balai
Latihan Kega Usaha Kecil dan Menengah, Loka
Latihan Kerja Industri dan Loka Latihan Kerja Usaha
Kecil dan Menengah;

Keputusan Menteri Tenaga Kerga Nomor KEP-
167/MEN/1999 tentang Organisasi dan Tata Kega
Balai Pelayanan Penempatan TKI;

Keputusan Menten Tenaga Kerja Nomor KEP-
93/MEN/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keschatan dan
Keselamatan Kefa Di Lingkungan Departemen
Tenaga Kerja; ;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-
192/MEN/1997 tentang Penambahan Balai Higiene
Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Kesclamatan
Kerja Propinsi Lampung;

Perambah Hutan Nomor KEP- 155/MEN/1936 tentang
Organisasi dan Tata Kegja Balai Pelatihan

Keputusan Menienn Transmigrasi dan  Pemukiman
Perambah Hutan Nomor KEP. 124/MEN/1997 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan
Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Keputusan ini mulai berlaku padz tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2001
MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAST

FURLAGTAN
TATA USama

11T

111

KELOMPOK

TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRAST
AN
REPUBLIX INDONESTA,

NAMA UNIT TEMPAT
PELAKSANA TEKNIS | KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
2 3 r
Balai Latitan Kerja Industsi | Medan Puls Sumaters,
Medan
Balni Latihan Kerja Industri | Surabaya Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumbaya Bali Nusa Tenggara Timur
dan Nusa Tenggara Barat
Balai Latihan Kerja Industi | Makasar Pulau Sulawesi, Maluku, dan
Makasar Irian Jl}ﬂ-
Balai Latihen Kerja Indusmi | Samarinda Pulau Kalimantan,
Samannds
Serang Jakarta, dan Lampung,
Balni Latihan Kerja Lembang Selurub Indonesia
Pertanian Lembang
Balii Higiene Perusahaan, | Medan Pulsu Sematers kecuali |
Kesclamatan Keqa Medan

r
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1

"Badni Pelayanan
Penempatan Tenaga Keija
Indonesin Bandung

Balai Pelayanan .
Penempatan Tenaga Ketja
Indonesia Semarang

Balai Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Yogyakarta

Balai Pelayznan )
Penempatan Tenaga Kega
Indonesia Surabaya

Balai Pelayanan Ko
Penempaton Tenaga 2
Indonesis Maumere

Tandung

Semarang

Yogyikarta

Banjarbare

Juwn Barat,

Jawa Tengah,

D.L Yogyskara.

Jawrn Timur dan Bali, £2—

Hum Tenggara Timus.

Nusa Tenggara Barat.

Kalimantan Selatan dan
Kalimantsn Teagah.

8 [ Balai Higiene Penssabnay, | Bandung Jaws Bart, Banien, Lampung,
mi, Kesehatan dan DK Jakarta, frwa Tengah,
Keselamatan Kerja Bandung dan D.I Yogyakarts,

L Balsi Higiene Surabays Jawa Timue, Bali, Nusa
Ergenomi. Keschatan dan Teuggars Timur dan Nusa
Keselamatan Tenggara Barat,
Surabaya

W, Balsi Higiene Perusahasn, Makasar Pulau Sulawesi, Maluky, dan
Ergonomi, Kesehatan dan Irian Jaya,

Keselamatan Kerja Makasar !

11 A Balsi Higiene Perusshasn, | Samarinda Pulau Kalimsntas
Ergonomi, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Samarinda

12, *| Balai Pelsyanan Banda Aceh D.l Aceh.

Tenagz Kerja
anup‘nuu

13." | Balai Pelayanan Medan Sumater Utam,
Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia

14. | Balai Pelayanan Pekanbaru Risu, Sumaters Barat, dan
Pencmipatan Teaaga Jambi,
Indmui-nt.uhuum

5. | Baki Pelayanan Palembang Sumstera Selstan, Bengluly,
Pm:rq:;-nnTmpr.a]: Bacgka Belitung dan
Indonesia

5. . | Balai Pelayansn Jakarta DEI Jakearta, dan Banten
Penm'l‘mpxnjl
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Dalai Pelayanan Makasar Pulau Sulawesi, Maluku dan
Penempatan Tenaga Kerja Irian Jaya

Indonesia Makazsar

Balai Latihan Riau Pelau Sumatera,
Ketransmigrasian Riau

| Balai Latihan Yogyakarta DKI Jakarta, D.1 Yogyakaris,

Ketransmigrasian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Yogyakarta Jm!‘bm

Balai Latihan Banjarbaru Pulsu Kalimantan,
Ketransmigrasian

Banjarbaru

‘Balai Latiban Denpasar Bali, Nusa Tenggars Timur
Ketramsmigrasien Bali dan Nusa Tenggara Barar

. | Bahai Latiban Makatar Pulau Selawesi, Maluku daa
4 Ketransmigrasian Maksssar Irian Jaya

‘Balai Penelitian dan Bengoulu Seluruh Indonesia.
Pengembangan Teknik T

Produksi Transmigrasi

Bengioulu

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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